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ABSTRAK :  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun sebagaimana telah diubah 
dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, barang yang telah diolah atau digabungkan, barang yang tidak 
diolah dan/atau barang lainnya dapat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat untuk 
diimpor untuk dipakai atas persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dan dipungut Bea Masuk 
berdasarkan tarif dan nilai pabean yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan 
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (9) dan Pasal 48 PP Nomor 
32 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Berikat. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 N0.62, TLN No.4999), UU 7 Tahun 1983 (LN 
Tahun 1983 No.50, TLN No.3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 
36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.133, TLN No.4893), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51, 
TLN No.3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN 
Tahun 2009 No.150, TLN No.5069), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) 
sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 
11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 
Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755), UU 36 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No.251, 
TLN No.4053) sebagaimana telah diubah dengan UU 44 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.130, TLN 
No.4755),  PP 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.61, TLN No.4998),Keppres RI 56/P Tahun 2010.  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Di dalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Kawasan Berikat. 
Perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip pendirian Kawasan Berikat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a, harus menyelesaikan pembangunan fisik paling sedikit 
bangunan untuk produksi, gudang, ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai, dalam 
jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal izin prinsip penetapan tempat sebagai 
Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat. Perusahaan dan/atau orang yang 
bertanggungjawab terhadap perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan 
dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan/atau yang telah 
dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak dapat diberikan persetujuan sebagai Penyelenggara 
Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB selama 10 tahun terhitung sejak 
selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit. Penyelenggara Kawasan Berikat, 
Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB bertanggung jawab terhadap Bea Masuk dan/atau 
Cukai, dan PDRI yang terutang atas barang asal luar daerah pabean yang berada atau seharusnya 
berada di Kawasan Berikat. Dalam hal Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan 
Berikat, dan/atau PDKB, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
dan/atau Pasal 20, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri membekukan izin Penyelenggara 
Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB. 

CATATAN :  Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Kepmenkeu RI 
291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Permenkeu RI 101/PMK.04/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 September 2011. 

  

https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/1997/291~KMK.05~1997Kep.htm
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/1997/291~KMK.05~1997Kep.htm
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2005/101~PMK.04~2005Per.Htm

